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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR 4 TAHUN 2010 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN ANGKUTAN KHUSUS 

DI PERAIRAN DARATAN LINTAS KABUPATEN/KOTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 

Menimbang   :    a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 145 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan memperhatikan Keputusan 

Menteri Dalam Neger Nomor 122 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah 

Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek dan 

Izin Angkutan Khusus di Perairan Daratan Lintas Kabupaten/Kota, dipandang perlu 

untuk segera ditindaklanjuti;  

    b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi 

Kaliamantan Selatan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin 

Angkutan Khusus di Perairan Daerah Lintas Kabupaten/Kota; 

 

Mengingat     :  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 

Tahun   1958 tentang  Penetapan  Undang-Undang  Darurat Nomor  10 

Tahun  1957 antara lain mengenai Pembentukan  Daerah Swatantra 

Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun   1956   Nomor   65,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia Nomor 1106);  

  2. Undang-Undang    Nomor    10    Tahun    2004    tentang    Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun   2004   Nomor   53,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia Nomor 4389); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor   125, 

Tambahan    Lembaran    Negara    Republik   Indonesia    Nomor   4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan    Undang- 

Undang   Nomor   12   Tahun   2008   tentang   Perubahan   Kedua   Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia   Tahun   2008    Nomor   59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang    Nomor   17   Tahun    2008   tentang    Pelayaran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia    Tahun 2008 Nomor 64, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 

5. Undang-Undang   Nomor  28  Tahun   2009   tentang   Pajak  Daerah 

dan   Retribusi   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia 

Tahun  2009  Nomor  130, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3907); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan    dan    Pengawasan    Penyelenggaraan    Pemerintahan 

Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2005 

Nomor   165,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia 

Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan  Pemerintahan antara  Pemerintah,   Pemerintahan  Daerah 

Provinsi       dan       Pemerintahan       Daerah       Kabupaten/Kota 

(Lembaran   Negara  Republik Indonesia Tahun  2007  Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 

9. Peraturan  Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan     dan     Penyebarluasan     Peraturan     Perundang- 

undangan; 

10. Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    15   Tahun    2006 

tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 

11. Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    16   Tahun    2006 

tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

12. Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    17    Tahun    2006 

tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 

13. Peraturan    Daerah    Provinsi    Kalimantan    Selatan    Nomor    6 

Tahun  2008  tentang  Pembentukan,  Organisasi  dan Tata  Kerja 

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

dan 

 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

 MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan        : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI 

KALIMANTAN SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN 

IZIN ANGKUTAN KHUSUS DI PERAIRAN DARATAN LINTAS KABUPATEN/KOTA.. 

 

Pasal  1 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan 
Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Angkutan Khusus di Perairan Daratan Lintas 
Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 18) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

 


